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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR S  TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 06 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda
penerus cita-cita dan perjuangan bangsa memiliki peran
strategis, ciri dan sifat khusus schingga Pemerintah Dacrah
berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan
dan mendukung kebijakan nasional dalam penyclenggaraan
perlindungan anak di Daerah melalui pembangunan
Kabupaten Layak Anak;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 25
Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak,
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019
tentang Kabupaten Layak Anak perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten
Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak
Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
2756);
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejohterann
Annk (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 1979
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Haok Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235), scbagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6397);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
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Pernturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerjn Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin  Nomor
6H856),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S871);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keschatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6704);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor
04);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Dacrah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);
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Dengan Persetujuan Bersamn
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN
TABALONG NOMOR 06 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN

LAYAK ANAK.
Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun
2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Dacrah Kabupaten Tabalong
Tahun 2019 Nomor 06), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, schingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Dacrah adalah Kabupaten Tabalong.

2. Pemerintah Daecrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tabalong.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

5. Rencana Aksi Dacrah Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA
adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran
pembangunan dan pelayanan publik selama S (lima) tahun yang wajib
disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan Hak Anak didalam
mencapai indikator kota layak Anak.

6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten
dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan
perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh
dan berkelanjutan.

7. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-
aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi
Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.

8. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang merupakan acuan
dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan kota layak
Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Perlindungan  Annk adalah  segala kegintan  untuk  menjamin  dan
melindungi  Anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuni dengan harkat dan
martabat kemanusinaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminnsi.

Anak adalah sescorang vang belum berusin 18 (delapan belas) tahun,
termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan
fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama
yvang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan
dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan Anak
lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah
dan negara,

Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tin,
atau ayah dan/atau ibu angkat.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan
kckuasaan asuh scbagai orang tua.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami
istri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu
dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke
bawah sampai dengan derajat ketiga.

Masyarakat adalah perscorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial
dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupeten Tabalong.

Kecamatan Layak Anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis desa yang
menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam
pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan
bersangkutan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi Hak
Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan
diskriminasi dan mendengar pendapat Anak yang direncanakan secara
sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang
menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan
yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di
Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi
dan menghormati hak-hak Anak yang direncanakan secara sadar dan
berkelanjutan.

Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dalam upaya meningkatkan
kapasitas Anak dalam memahami permasalahan Anak dan hak-hak Anak,
memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas
dalam pengorganisasian kelompok Anak dan penyampaian aspirasi Anak.

Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disebut SRA adalah sekolah yang
secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak Anak dalam
setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

Fasilitas Pelayanan Keschatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupaun swasta
yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap,
kesehatan ibu dan Anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat
Pelayanan Keschatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan,
Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak Anak
dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada Anak
yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat.
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22. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan keschatan yang
mampu  memenuhi  hak-hak Anak untuk memperoleh  pelavanan
keschatan serta mengedepankan pelayvanan yang ramah kepada Anak,
baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang
berkunjung.

23. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah
dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ckonomi.

24. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut GTKLA
adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat Kabupaten
yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk
penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami
istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan
anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis keturunan sedarah dalam
garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

26. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang sclanjutnya disingkat ABH
adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban
tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi.

27. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang sclanjutnya
disingkat Satgas PPA adalah satuan tugas yang dibentuk untuk
menangani masalah perempuan dan Anak yang dilaporkan ke organisasi
layanan perempuan dan Anak yang telah dibentuk Pemerintah Dacrah,

28. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang sclanjutnya
disingkat PATBM adalah Scbuah gerakan dari jaringan atau kelompok
warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk
mencapai perlindungan Anak.

Ketentuan Pasal 8 diubah, schingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak yang meliputi:

a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. keschatan dasar dan kescjahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
¢. perlindungan khusus.
(2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. Hak Anak atas identitas;
b. hak perlindungan identitas;
c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
d. hak berfikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
f.  hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
g. hak akses informasi yang layak; dan
h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak

manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3) Hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pencegahan perkawinan Anak;
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penguatan  kapasitas  lembaga  konsultasi  penyedia layanan
pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;

pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;

standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan

ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Hak Anak dalam keschatan dasar dan kescjahteraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a.
b.
c,
d.

o

- W

k.
1.

m.

persalinan di fasilitas kesehatan;

inisiasi menyusu dini;

asi cksklusif sejak dilahirkan sampai berusia 6 (enam) bulan;
makanan pendamping air susu ibu mulai usia 6 (enam) bulan dan
tetap diberikan air susu ibu hingga usia 2 (dua) tahun;

pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Anak, dan status gizi
balita;

pemberian makan bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
fasilitas keschatan dengan pelayanan ramah Anak;

lingkungan schat;

ketersedinan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan
sponsor rokok;

Anak Penyandang Disabilitas mendapatkan akses pelayanan
keschatan dan kescjahteraan;

keschatan dan layanan keschatan;

Jjaminan sosial dan fasilitas keschatan; dan

standar hidup.

Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a.
b.

C.

wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
SRA; dan

ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan
rekreatif yang ramah Anak.

Perlindungan kepada Anak dalam perlindungan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

panoe
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Anak dalam situasi darurat;

Anak yang berhadapan dengan hukum;

Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

Anak yang dicksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

Anak yang menjadi korban penyvalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika dan zat adiktif lainnya;

Anak yang menjadi korban pornografi;

Anak yang terinfeksi HIV/AIDS;

Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdaganagan;

Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;

Anak korban kejnhatan scksual;

Anak Penyandang Disabilitas;

Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

Anak dengan perilaku sosial menyimpang;

Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi dari pelabelan
terkait kondisi orang tua; dan

Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk Anak.
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Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Tabalong,.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. BUPATI TABALONG,
td.

HAMIDA MUNAWARAH

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.
M. FITRI HERNADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (5-58/2024).

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YA 4

=1 111 " NORMA ZAHRIATI, S.H.
i\, INIP/ 19730704 199903 2 004
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